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Abstract 

This article analyses the trend of women workers in the informal sector in 

Indonesia over the last 20 years. The data shows that more and more women have 

entered the workforce and that the informal sector has the capacity to absorb the 

majority of the women workers. Data for the 1990s shows that the majority of women 

in the labour force were self-employed, and it is predicted that this is also will be the 

trend for women workers in the future. This self-employed trend is probably more 

attractive to women in the labour force because in this way they are more flexible in 

combining income-earning activities and their household chores. 

 

Pendahuluan 

Salah satu permasalahan pembangunan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah 

masalah kependudukan. Masalah kependudukan yang harus mendapat perhatian 

serius antara lain (1) tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi, (2) jumlah penduduk 

yang besar, (3) struktur umur yang muda, dan (4) penyebaran penduduk yang tidak 

merata. Bila ditangani dengan tepat maka keadaan penduduk seperti di atas dapat 

menjadi elemen pembangunan yang penting. Di pihak lain, hat tersebut 

memungkinkan pula menjadi suatu tantangan berat bagi pembangunan. 

Bila menengok kembali akan tujuan negara yakni untuk menghidupi rakyatnya 

dengan penghasilan yang layak maka permasalahan ketenagakerjaan juga merupakan 

salah satu aspek kependudukan yang perlu dikaji. Apalagi dengan pertumbuhan 

penduduk yang tinggi, hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan Angkatan Kerja 

Muda. Selain Angkatan Kerja yang tumbuh cepat, masalah pokok ketenagakerjaan di 

Indonesia adalah bagaimana meningkatkan produktivitas. 

Salah satu perkembangan sektor ketenagakerjaan yang perlu mendapat 

perhatian besar dalam pelaksanaan pembangunan adalah semakin pentingnya peranan 

Angkatan Kerja Wanita. Secara keseluruhan, tenaga kerja wanita di Indonesia 

menurut hasil Sensus Penduduk tahun 1980 mencapai sekitar 33 persen dari seluruh 

Angkatan Kerja yang bekerja secara aktif. Sedangkan pada tahun 1990 tenaga kerja 

wanita yang aktif menjadi 34,5 persen. Dengan demikian, ada sedikit kenaikan 

pertumbuhan tenaga kerja wanita selama perode tahun 1980 - 1990. 

Pada umumnya wanita dipaksa untuk memilih dua keadaan yakni antara 

bekerja atau mengurus rumah tangga. Dibanding kaum pria, kaum wanita banyak 
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'dipekerjakan' hanya di lingkungan keluarga saja. Bagaimana dengan status wanita 

sekarang, dimana keadaan eknomi menuntut tidak hanya kaum pria saja yang harus 

bekerja keras atau mencari nafkah? 

Di dalam kesimpulan bukunya, Peter Hagul (1985) menyatakan bahwa studi 

kependudukan dan studi tentang status wanita mempunyai kaitan yang erat. Tidak 

heran dalam studi kependudukan bahwa penelitian tentang status dan peranan wanita 

semakin mendapat tempat. 

Mengkaji Tabel 1 yang dikutip dari data Sensus Penduduk tahun 1971 hingga 

tahun 1990, di antara sektor pertanian, industri, dan jasa, terjadi penurunan persentase 

jumlah pekerja pada sektor pertanian sejak tahun 1971 hingga tahun 2000. Penurunan 

tersebut diimbangi dengan kenaikan proporsi penduduk yang bekerja di sektor 

industri dan pelayanan. Di antara kedua sektor tersebut ternyata peningkatan tenaga 

kerja wanita sektor industri lebih rendah dibanding sektor jasa. Pada tahun 2000 

diperkirakan persentase tenaga kerja di sektor jasa masih lebih besar dibanding sektor 

industri. 

 

Tabel 1.  Persentase Penduduk Yang Bekerja Di Sektor Pertanian, Industri 

Dan Jasa Di Indonesia Pada Tahun 1971, 1980, 1990, Dan 2000 

 

S e k t o r 1971 1980 1990 2000*) 

 

Pertanian 65,9 54,2 50,4 45,5 

Industri 12,5 13,3 20,6 25,5 

Jasa 21,6 32,5 29,0 29,0 

J u m l a h+) 100,0 100,0 100,0 100,0 

Keterangan: +) Tidak termasuk mereka yang lapangan pekerjaannya tidak jelas 

*) sebagai hasil Proyeksi berdasar rerata pertumbuhan periode sejak  

    1980-1990. 

Sumber: Manning (1983) dengan perubahan; Biro Pusat Statistik (1991). 

 

Makin menciutnya proporsi mereka yang bekerja di sektor pertanian dapat 

pula mempersempit kesempatan kerja bagi wanita. Sebelum teknologi pertanian 

berkembang seperti saat ini, dalam kegiatan pertanian tenaga kerja wanita masih 

banyak dimanfaatkan dalam bidang pertanian, mulai dari proses menanam sampai 

dengan pemanenan hasil pertanian. Namun, adanya perkembangan teknologi di 

bidang pertanian, tenaga kerja wanita nampaknya dapat tergeser. Terutama hal ini 

terasa di daerah pedesaan. 

Adanya penciutan kesempatan kerja di sektor Pertanian di atas ternyata 

diikuti dengan membengkaknya kesempatan kerja di sektor lain, terutama sektor 

jasa. Pada sektor jasa, bukanlah hal yang asing lagi bagi wanita untuk memasuki 

bidang ketenagakerjaan. Bahkan pada sektor jasa, wanita lebih cepat untuk 

menekuni dan memperkembangkan karirnya. Nampaknya sektor jasa lebih fleksibel 
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bagi wanita, artinya selain untuk menambah pendapatan keluarga, fungsi sebagai 

ibu rumah tangga juga masih dapat dilakukan (Susilo, 1997). 

Berdasarkan data Sensus Penduduk tahun 1971 hingga tahun 1990, ternyata 

sektor jasa memiliki persentase pekerja informal wanita lebih besar dibanding 

dengan sektor yang lain. Hal ini didukung terbukanya lebar-lebar kesempatan kerja 

bagi wanita di lapangan kerja perdagangan dan jasa kemasyarakatan. Dalam kondisi 

apapun, apalagi krisis moneter, sektor informal merupakan lapangan kerja yang lebih 

tangguh dalam menghadapi masalah ekonomi. Adanya fleksibilitas dalam bergiat di 

sektor informal, nampaknya wanita lebih sesuai bekerja di dalamnya. Fenomena inilah 

yang menarik bagi Penulis untuk mengkaji "trend" perkembangan wanita pekerja di 

sektor informal selama periode 1980 hingga 2000. 

 

Partisipasi Angkatan Kerja Wanita 

Menurut Duran (1975) yang dikutip oleh Bukit dan Bakir (1983), partisipasi 

wanita dalam angkatan kerja sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, 

dan budaya. Akibatnya, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) wanita baik 

secara keseluruhan maupun berdasarkan kelompok umur sangat berbeda dari masa ke 

masa, dan antara negara/daerah yang satu dengan negara/daerah yang lain. 

Perubahan dalam struktur ekonomi yang terjadi dalam proses 

pembangunan biasanya mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkat partisipasi 

wanita dalam angkatan kerja. Menurut Sinha (1965), dengan pembangunan perubahan 

dalam partisipasi wanita akan mengikuti pola yang berbentuk huruf "U". Pada tahap-

tahap pertama dalam pembangunan, lapangan kerja di sektor pertanian dan sektor-

sektor tradisional lainnya akan berkurang lebih cepat daripada peningkatan 

lapangan kerja di sektor modern. Diramalkan bahwa hal ini akan mengurangi 

kesempatan kerja dan meningkatkan pengangguran, terutama di kalangan wanita. Pada 

waktu yang bersamaan, proses pembangunan juga meningkatkan penghasilan keluarga 

sehingga mengurangi tekanan ekonomi yang sebelumnya memaksa wanita bekerja. 

Kedua hal ini menyebabkan wanita cenderung keluar dari angkatan kerja dan 

menyebabkan TPAK wanita menurun (Bukit dan Bakir, 1983). 

Menurut Sinha, setelah pembangunan mencapai suatu tahap tertentu, pendidikan 

dan tingkat upah yang tinggi, dan kelangsungan untuk menikmati kemewahan hidup 

sebagai basil dari pembangunan telah mendorong wanita untuk kembali memasuki 

angkatan kerja. Hal ini meningkatkan TPAK wanita. Pendapat Sinha tersebut 

didukung oleh Rayappa (1974) dalam studinya mengenai perkembangan TPAK 

wanita di India, dan United Nations (1973) dalam studi perbandingan tentang TPAK 

wanita antara negara industri, semi industri dan negara agraris. 

Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang pesat selama tahun 1971 dan 1980 

telah merangsang kegiatan sektor pemerintahan dan sektor swasta secara meluas. 

Menurut Mayling Oey (1985), dalam Birokrasi Pemerintah telah terjadi 

pembengkakan tenaga kerja wanita yakni pada tahun 1971 kira-kira setengah juta 

pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang pemerintahan seperenamnya adalah 
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wanita. Pada tahun 1980, seperempat dari sekitar dua juta pegawai negeri sipil 

adalah wanita. 

Ketertekanan dari kondisi ekonomi ternyata juga menyebabkan peningkatan 

terhadap TPAK wanita. Hal ini juga diungkapkan oleh Mayling Oey, bahwa 

kenaikan TPAK wanita adalah sungguh-sungguh akibat dari adanya 

bertambahnya kemiskinan. Keluarga-keluarga di desa, khususnya di Jawa, 

menghadapi kesulitan yang makin parah untuk memperoleh kesempatan mendapat 

penghasilan. Fenomena ini mendorong wanita bekerja di luar sektor pertanian 

sebagai upaya membantu pertambahan penghasilan keluarga. 

Pada tahun 1980 di sektor pertanian, wanita dominan bekerja sebagai pekerja 

keluarga sehingga mereka tidak menuntut untuk diupah; kondisi yang demikian 

ini disusul oleh buruh wanita. Permasalahan kemiskinan maupun tekanan kondisi 

ekonomi membuat mereka tidak betah bekerja di sektor pertanian, dan 'hijrah' ke 

kota untuk bekerja di sektor lain. Tentu saja hal ini mengubah pola status kerja 

pekerja wanita yakni justru semakin banyak yang bekerja dengan status kerja 

sebagai Buruh atau Karyawan. Pada saat yang sama, tenaga kerja Wanita yang 

berdomisili di desa didominasi oleh mereka yang berstatus kerja sebagai Pekerja 

Keluarga (Susilo, 1986). Kenyataan di atas juga dibuktikan oleh Manning 

(1983), berdasar hasil Sensus Penduduk 1980, nampak bahwa angkatan kerja 

wanita lebih banyak berpusat di sektor jasa baik di kota maupun di desa. Gejala 

tersebut terutama menonjol di daerah Jawa. Menurut Horn (1975) yang dikutip oleh 

Bukit dan Bakir (1983), mekanisasi sektor pertanian pedesaan di Jawa, antara 

lain penggunaan mesin penggilingan padi menggantikan metode penumbukan 

padi dengan tangan, telah menghilangkan lapangan kerja bagi ratusan ribu buruh 

tani wanita di desa-desa di Jawa. Hal ini semakin diperparah lagi dengan 

adanya penggunaan sistim tebasan untuk menggantikan cara-cara penuaian padi 

secara tradisional. Kebanyakan wanita yang kehilangan pekerjaan ini keluar dari desa 

dan mencoba peruntungannya di kota. 

TPAK wanita di desa lebih tinggi daripada di kota. Rendahnya partisipasi wanita 

dalam angkatan kerja di kota tidak hanya disebabkan oleh masih terbatasnya 

lapangan kerja di sektor non-pertanian bagi wanita, tetapi juga karena sifat dan 

pekerjaan di kota yang umumnya mengharuskan wanita meninggalkan rumah. Hal 

ini menimbulkan konflik antara tugas wanita sebagai istri dan ibu rumah tangga di 

satu pihak, dan tugasnya sebagai seorang pekerja di pihak lain. Di pedesaan 

kebanyakan wanita bekerja di pertanian keluarga dan tidak perlu bekerja di luar 

lingkungan keluarga atau dalam lingkungan yang asing bagi suami mereka. Tugas 

rumah tangga juga dapat dilakukan bersama-sama dengan pekerjaan mereka (Bukit 

dan Bakir, 1983). 

Secara teoritis, pendidikan bagi wanita akan meningkatkan penawaran dan 

permintaan terhadap tenaga kerja mereka. Menurut Boserup (1970) yang dikutip oleh 

Bukit dan Bakir, pendidikan akan memperbaiki status, kemampuan dan keahlian 

seorang wanita. Hal ini meingkatkan kemampuan bersaing dan meningkatkan 
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permintaan terhadap jasa jasanya di pasar tenaga kerja. Di samping itu, pendidikan 

juga meningkatkan aspirasi dan harapan seorang wanita tentang penghasilan dan 

kehidupan yang lebih baik, dan hal ini lebih mendorongnya untuk masuk angkatan 

kerja. 

Lebih sibuknya wanita dalam mengurusi rumah tangga, pada gilirannya 

berpengaruh pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yakni TPAK laki-laki 

lebih tinggi dibanding TPAK wanita. Peranan wanita nampaknya masih bertumpu 

sebagai ibu rumah tangga yang ideal bagi keluarganya. Sebaliknya, ikutnya wanita 

dalam partisipasi angkatan kerja terkait dengan kondisi tekanan ekonomi rumah 

tangga yakni ingin membantu dalam meningkatkan pendapatan keluarga, atau juga 

karena kegiatan rumah tangga (misalnya mengurusi anak) sudah dapat 

ditinggalkan. Selain itu, adanya kemajuan di bidang pendidikan sehingga 

membuka cakrawala pandang kaum wanita juga sebagai faktor yang tidak dapat 

ditinggalkan. 

Sebagai wanita Indonesia, ternyata tidak sedikit yang merangkap selain 

sebagai ibu rumah tangga ideal, mereka juga sebagai perkerja yang aktif guna 

menambah pendapatan keluarga. Apalagi dalam kondisi krisis sosial ekonomi yang 

dirasakan berkepanjangan. Berkaitan dengan itu, sektor informal sebagai jawaban 

dilema bagi kaum Kartini seperti di atas (Soesilo, 1997). 

 

Pekerja Wanita dan Sektor Informal 

Salah satu segi keuntungan menggunakan data Sensus Penduduk selain 

kevalidan datanya adalah juga dapat dipergunakan untuk mem-proxy 

(pendekatan) sektor informal. Hal ini 
:
dapat didekati dengan memakai klasifikasi 

Status Pekerjaan yang dipakai dalam sensus penduduk. Menurut Widarti yang 

dikutip oleh Bakir dan Manning (1983) bahwa berdasarkan data hasil sensus 

penduduk 1971, mereka yang bekerja sebagai Pekerja Sendiri, dan Pekerja 

Keluarga dapat digolongkan ke dalam sektor informal. Pada Sensus Penduduk 1980 

dan 1990 terjadi sedikit perubahan dalam pengelompokan Status Pekerjaan, 

sehingga yang termasuk sektor Informal terdiri dari mereka yang bekerja sendiri, 

berusaha dengan menggunakan buruh tidak tetap, dan pekerja keluarga. 

Dibanding sektor formal, jumlah tenaga kerja produktif di sektor informal 

lebih besar. Jumlah tenaga kerja di sektor informal ternyata 4 kali lebih besar 

dibanding di sektor formal yakni 43,9 juta orang dibanding 13,9 juta orang. 

Namun, pada kawasan kota memiliki jumlah sektor informal yang lebih kecil 

dibanding di pedesaan (lihat tabel 2). Dengan demikian, sektor lebih mampu 

menampung tenaga kerja dibanding sektor formal, khususnya sektor informal di 

pedesaan. Sektor informal selain lebih fleksibel juga mempunyai kemampuan yang 

`survive' yang tinggi dalam menghadapi kondisi tekanan ekonomi apapun. Oleh 

karena itu, di sektor informal wanita nampaknya lebih sesuai dalam melaksanakan 

perannya selain sebagai ibu rumah tangga juga mampu untuk aktif giat dalam 

kegiatan ekonomi. 



25 

Perkembangan Tenaga Kerja Wanita Di Sektor Informal:  

Hasil Analisa Dan Proxy Data Sensus Penduduk (Lukmanul Hakim) 

 

Tabel 2.  Jumlah Tenaga Kerja Produktif di Sektor Formal dan Informal Tahun 

1995 

Kawasan Sektor Formal 

(Juta) 

Sektor Informal 

(Juta) 

Jumlah 

(Juta) 

Pedesaan 7,877 (16,72%) 39,224 (28,28%) 47,107 (100%) 

Kota 6,037 (54,41%) 4,665 (45,59%) 10,702 (100%) 

JUmlah 13,914 (24,07%) 43,889 (75,93%) 75,803 (100%) 

Sumber: BPS, 1996; Tagela, U. 1999 

Pekerja informal wanita di sektor jasa memiliki proporsi yang lebih besar 

dibandingkan dengan sektor yang lain (Pertanian, dan Industri). Pada Tabel 3, 

mengungkapkan bahwa selama tahun 1980 dan 1990 jumlah pekerja informal wanita di 

sektor jasa lebih tinggi dibanding dengan sektor pertanian dan industri. Bahkan 

jumlah pekerja informal wanita pada tahun 1990 sebanyak 2,1 juta lebih; sedangkan 

di sektor pertanian dan industri berturut-turut sebanyak 0,17 juta orang dan 0,18 juta 

orang. Proporsi pertambahan pekerja informal yang tertinggi di sektor jasa ternyata 

berasal dari lapangan kerja perdagangan, dan jasa kemasyarakatan. Rata-rata 

pertumbuhan pekerja informal di lapangan kerja perdagangan adalah tertinggi dibanding 

kedua lapangan kerja lain di sektor jasa. 

Tabel 3. Pertumbuhan wanita pekerja informal menurut sektor di kota tahun 

1980 – 1990 

 

Sektor 

Jml. Wanita Pekerja 

Informal 
Pertumbuhan 

1980 1990 (%/thn) 

Pertanian 118.700 170.600 8,2 

Industri 124.100 178.200 3,6 

Jasa 1186.000 2143.400 5,9 

a. Perdagangan 884.300 1794.600 7,1 

b. Keuangan 1.400 2.800 6,9 

c. Jasa Kemasyarakatan 300.300 346.000 1,4 

Sumber:  BPS, Sensus Penduduk 1980, dan 1990 seri S nomor 2. 

 

Pola yang sama diduga akan terjadi pada tahun 2000-an, yakni wanita 

pekerja di sektor informal lebih banyak mendominasi pada sektor jasa, khususnya 

di lapangan kerja perdagangan. Dalam kondisi krisis moneter yang 

berkepanjangan, sektor informal khususnya lapangan keqa perdagangan mampu lebih 

banyak memberikan kesempatan wanita untuk berkiprah di dunia kerja. Di sektor 

informal pada lapangan kerja perdagangan tersebut wanita tanpa berpendidikan 

tinggipun dapat dengan mudah melaksanakannya. Menurut Supriadi (KOMPAS, 7 

Nov. 2000), hampir 32 % perempuan Indonesia tidak sekolah dan hanya 13 % 

yang lulus SLTP yang memasuki dunia kerja. Bahkan, pertumbuhan wanita 

pekerja sektor infomal pada pada tahun 2000-an di lapangan kerja perdagangan 
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akan melaju lebih pesat dibanding di sektor dan lapangan kerja yang lainnya. 

Menurut Squire (1981) bahwa apabila jumlah penduduk meningkat dengan 

cepat, maka kelompok sektor Jasa seringkali dianggap sumber kesempatan kerja 

residual. Adapula yang berpendapat bahwa sektor ihformal meningkat sesuai 

dengan besar kota; semakin beragam kegiatan dan kelengkapan berbagai sarana 

maupun prasarana kota maka semakin banyak pula penduduknya yang bekerja 

sebagai pekerja informal. Lengkapnya berbagai fasilitas perkotaan merupakan daya 

tarik bagi penduduk pedesaan (termasuk wanita) untuk mengadu nasibnya di 

kota. 

Sebagai warga pedesaan ternyata tidak sedikit penduduk desa yang mencari 

nafkah sebagai pekerja informal di kota. Di kota mereka bekerja sebagai penjual 

makanan, pengamen, pembantu rumah tangga dan sebagainya. Kondisi inilah yang 

berpengaruh terhadap tingginya pertumbuhan sektor informal di kota. 

Berkaitan dengan itu, menurut Mantra (Manning, 1983), bahwa banyak di antara 

pekerja informal ini yang merupakan penglaju tetap dan migran sirkuler yang masih 

terdaftar sebagai wanita desa. Di pihak lain, berdasar data Tabel 3 di atas ternyata 

membuktikan bahwa tergesernya tenaga kerja wanita di sektor pertanian sebagai akibat 

perkembangan teknologi pertanian, yang menyebabkan mereka terpaksa beralih bekerja 

pada sektor jasa. Hal ini menyebabkan pekerja wanita di sektor jasa tersebut menjadi 

`menggelembung'. 

Dapat dimungkinkan pula bahwa pada priode mendatang pekerja informal wanita 

di lapangan kerja Perdagangan dan Jasa akan memiliki proporsi yang sama. Sektor 

informal di lapangan kerja Jasa nampaknya mempunyai prospek yang baik, selain 

di perdagangan. Oleh karena itu, tidak mustahil bahwa kedua lapangan kerja di atas 

dianggap sebagai tumpuan harapan terbukanya kesempatan kerja bagi wanita. 

Hal lain yang perlu dipikirkan secara mendalam oleh kaum wanita adalah situasi 

yang bagaimana dalam keluarga sehingga wanita dapat terjun ke bidang tenaga 

kerja? Tentu kalau keluarga masih banyak memerlukan pelayanan dari ibu rumah 

tangga - anak-anak masih perlu pengawasan dan bimbingan dari orang tua - maka 

wanita sulit untuk melepaskan tanggung jawabnya pada keluarga. Sebaliknya, 

ketika anak-anak sudah menginjak dewasa, mungkin pula wanita dapat menekuni 

profesi dalam kegiatan ekonomi sambil melayani keluarga. Dalam kondisi yang 

demikian pada umumnya dapat memeras tenaga kerja wanita baik secara fisik 

maupun pikiran. Melalui 'sentuhan' tangan wanita sebagai perwujudan harkat dan 

martabatnya, nampaknya bangsa kita dapat meraih kesejahteraannya dimulai dalam 

kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, aspirasi kaum wanita yang positif 

harus dapat diwujudkan. 

Wanita Pengusaha dan Buruh 

Berbeda halnya dengan pola yang terjadi pada sektor pertanian dan industri; 

hampir semua macam status pekerjaan pada sektor jasa mengalami kenaikan 

proporsi. Hanya proporsi mereka yang bekerja sebagai buruh atau karyawan yang 

mengalami penurunan. Kenaikan proporsi yang besar pada mereka yang berstatuskan 
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di luar buruh mengakibatkan terjadinya penurunan pada proporsi buruh atau 

karyawan. Penurunan proporsi ini bukan berarti bahwa jumlah absolut mereka yang 

bekerja sebagai buruh (karyawan) juga terjadi penurunan. 

 

 Tabel 4. Distribusi Persentase Pekerja Wanita di Sektor Jasa menurut Status, dan 

Lapangan Pekerjaan, Tahun 1990 

 

Status Pekerjaan 

Lapangan Kerja 
Sektor 

Jasa*) Perdagangan Keuangan 
Jasa 

Kemasyarakatan 

Pengusaha tanpa buruh 42,5 1,3 13,6 30,2 

Pengusaha dengan buruh tidak 

tetap 

28,9 0,5 2,7 17,9 

Pengusaha dengan buruh 1,1 0,8 0,9 1,0 

Buruh/Karyawan 9,4 96,9 78,0 38,4 

Pekerja Keluarga 18,1 0,5 4,9 15,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Keterangan: *) Total dari lapangan kerja perdagangan, keuangan dan jasa.  

Sumber: BPS. Sensus Penduduk 1990, seri S nomor 2. 

 

Pada tahun 1990 wanita pekerja sebagai pengusaha sendiri (tanpa buruh) 

proporsinya lebih dominan dibanding dengan pengusaha dengan buruh yakni 30,2 

persen dibanding 1,0 persen. Wanita pengusaha tanpa buruh banyak dilakukan di 

lapangan kerja perdagangan. Pada lapangan kerja keuangan, dan jasa 

kemasyarakatan, ternyata wanita lebih dominan sebagai buruh atau karyawan. 

Sedangkan wanita pekerja dengan proporsi tertinggi pada sektor jasa berturut-

turut adalah buruh (karyawan), disusul oleh proporsi para pengusaha wanita 

tanpa buruh, masing-masing sebesar 38,4 persen dan 30,2 persen. 

Di pihak lain, adalah wajar jika proporsi wanita pekerja keluarga relatif kecil, 

karena datam kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan menyulitkan setiap 

keluarga untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Meskipun selain menginginkan 

sebagai ibu rumah tangga yang ideal, kaum wanita juga ingin bekerja untuk menambah 

penghasilan keluarga. Mereka lebih 'menikmati' pekerjaan tersebut (pekerja keluarga) 

khususnya di lapangan kerja perdagangan. 

Bila pada tahun: 2000-an krisis ekonomi tetap berkepenjangan, maka kondisi ini 

dapat menekan pertumbuhan wanita pekerja sebagai buruh (karyawan) sehingga 

lamban pertumbuhannya. Sebaliknya hal tersebut mendorong para wanita pekerja 

sebagai pengusaha tanpa buruh akan bertumbuh dengan cepat. Dalam pekerjaan 

dengan status tersebut nampaknya wanita lebih mandiri dan relatih mudah 

menguasainya; khususnya hal ini terjadi pada lapangan kerja perdagangan. 

Kita perlu memuji dan mengacungkan jempol bila melihat tingginya 

proporsi wanita sebagai pengusaha yang memakai buruh. Sebagai pengusaha dengan 

bantuan buruh tentu saja akan membuka kesempatan kerja bagi para pengangguran. 
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Sepak terjang kaum wanita pengusaha dengan buruh ini tidak kecil sumbangannya 

terhadap pembangunan. Cukup beruntung bagi negeri kita bila banyak wanita yang 

dapat berbuat demikian karena ada kesempatan untuk 'Srikandi' Indonesia dalam 

meningkatkan karir. 

Menurut Hariadi (1990), dalam penelitiannya di daerah Sumberagung dan 

Donokerto, menunjukkan adanya kegotong-royongan dan kebersamaan para pekerja 

wanita di bidang pertanian yang cukup tinggi. Bahkan dalam kerjasama antar 

petani tersebut, ada petani lapisan atas (menguasai lahan sawah di atas 0,5 Hektar) 

tidak segan-segan ikut membantu sebagai pekerja (buruh) pada lapisan bawah 

(menguasai lahan sawah kurang dari 0,5 Hektar) dan diupah, sebab bila petani tidak 

ikut membantu sebagai pekerja di sawah tetangganya maka ia sendiri akan kesulitan 

mendapatkan pekerja bila sewaktu-waktu memerlukan. Tolong menolong ini 

sebenarnya merupakan prinsip tukar-menukar tenaga kerja meskipun sudah dinilai 

dengan uang. Sayangnya, sifat kegotong-royongan tersebut jarang terjadi sektor 

jasa, apalagi di perkotaan. 

Selama tahun 1990, proporsi wanita pengusaha dengan memakai buruh berturut-

turut yang tertinggi adalah pada lapangan kerja perdagangan dan jasa kemasyarakatan, 

serta yang terakhir pada lapangan kerja keuangan. Sedangkan proporsi pengusaha 

tanpa buruh di perdagangan - secara absolut adalah tertinggi - adalah yang terbesar 

dibanding dengan status pekerjaan maupun lapangan kerja yang lain. 

Persentase wanita pekerja yang sebagai buruh pada sektor jasa ternyata 

tertinggi; begitu pula yang terjadi pada lapangan kerja keuangan, mereka yang 

bekerja sebagai buruh memilki persentase tertinggi juga. Tingginya angka tersebut 

mungkin disebabkan bahwa lapangan kerja keuangan yang umumnya bersifat formal 

membutuhkan pelayanan yang bersifat 'luwes' dan menarik. Dalam hal ini, wanita 

lebih luwes pelayanannya dibanding dengan kaum pria. 

Buruh wanita yang bekerja di perdagangan persentasenya relatif kecil yakni 

sebesar 9,4 persen. Mungkin dengan banyaknya keberhasilan para wanita 

pengusaha, balk yang menggunakan buruh maupun yang tidak, akan menarik 

perhatian wanita lain untuk menjadi pengusaha dari pada menjadi buruh. Selain 

itu, akibat dari pendapat bahwa masa depan buruh atau karyawan akan kurang 

cerah dibanding dengan status pekerjaan yang lain. 

Beberapa masalah-masalah umum yang dihadapi oleh buruh wanita adalah 

bahwa mereka berpendidikan rendah, tidak punya ketrampilan khusus, 

produktivitas kerja relatif rendah dan upah mereka rendah. Adanya 

aksesibilitas dan kesempatan di bidang pendidikan yang semakin tinggi 

diharapkan dapat mengubah kondisi umum tersebut.  

Rata-rata pertumbuhan wanita pekerja keluarga di sektor jasa tiap tahunnya 

juga relatif tinggi terutama pada lapangan kerja jasa kemasyarakatan. Mungkin 

pula hal ini ada kaitannya dengan tingginya pertumbuhan wanita pengusaha 

terutama pengusaha dengan bantuan anggota rumah tangga atau buruh tidak tetap.  
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Penutup 

Pekerja informal pada sektor jasa juga memiliki rata-rata pertumbuhan yang 

relatif tinggi. Selama tahun 1990, sektor informal telah membuka yang bekerja, 

maka sektor informal untuk saat ini merupakan harapan yang baik untuk tumpuan bagi 

para wanita. Bahkan, hal ini akan tetap terjadi pada tahun 2000-an, karena adanya 

fleksibelitas jam dan tempat kerja pada sektor informal memungkinkan wanita 

melakukan sekaligus dua kegiatan yakni mengurusi rumah tangga, dan menambah 

pendapatan rumah tangga. Selain itu, pada sektor informal tersebut tidak membutuhkan 

persyaratan latar belakang pendidikan yang tinggi. 

Di antara kelima macam status pekerjaan yang dipakai dalam perbandingan, 

ternyata buruh (karyawan) wanita lebih dominan dalam setiap lapangan kerja, kecuali 

pada lapangan kerja perdagangan. Kondisi tersebut diikuti oleh besarnya proporsi 

wanita pekerja dengan status pengusaha tanpa buruh. Sedangkan yang terkecil 

adalah pengusaha dengan buruh. 

Dalam kondisi tekanan ekonomi yang berkepanjangan (misalnya krisis 

moneter) maka dapat diprediksi bahwa pada tahun 2000-an nanti pertumbuhan 

wanita pekerja sebagai buruh akan lamban pertumbuhannya. Sebaliknya, wanita 

pekerja sebagai pengusaha tanpa buruh mempunyai pertumbuhan yang relatif cepat, 

khususnya di lapangan kerja perdagangan. 

Fenomena tentang perkembangan ketenagakerjaan wanita di sektor informal 

telah membuktikan bahwa sektor informal dapat mengatasai masalah 

ketenagakerjaan di Indonesia yang berarti dapat mengatasi masalah 

pengangguran. Namun demikian, dalam menanggapi pertumbuhan sektor informal 

diperlukan sikap yang bijaksana. Pembinaan dan bantuan (modal) dari pemerintah 

sangatlah diperlukan agar mereka dapat berkembang dengan tingkat produktivitas yang 

meningkat. 
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